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Abstrak 

Lembaga Tuha Peut terdiri dari empat unsur di dalamnya yaitu unsur ulama, unsur 

adat, unsur cerdik pandai, dan unsur tokoh masyarakat. Keempat unsur tersebut 

akan bekerja sama sebagai badan permusyawaratan di tingkat desa yang nantinya 

berperan sebagai legislatif dari pemerintahan di tingkat desa. Otoritas lembaga 

Tuha Peut antara lain mengangkat dan memberhentikan keuchik, dan 

menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian tidak sedikit 

juga terlihat sengketa masyarakat seperti sengketa antar warga, sengketa keluarga, 

dan sengketa tanah. Namun demikian sengketa- sengketa itu selama ini telah 

diselesaikan melalui kebijakan para “ureung tuha gampong” yang disebut Tuha 

Peut. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui beberapa pendekatan diantaranya 

nasehat, pemumat jaroe, peusijuek, dan doa. Untuk mengetahui peran, kendala, 

tantangan dan strategi Tuha Peut dalam penyelesaian sengketa dikalangan 

masyarakat Gampong Blang Bladeh kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. 

Maka peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan menggunakan metode 

ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran.Jadi dari 

keseluruhan penelitian ini dapat diambil intisari bahwa meski mengalami beberapa 

kendala dalam menyelesaikan sengketa. Peranan Tuha Peut Gampong Blang 

Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan sudah berperan dalam 

menyelesaikan sengketa di dalam masyarakat. Hal tersebut juga berkat dukungan 

dan kerjasama dari banyak pihak seperti Keuchik, Aparatur gampong dan 

masyarakat gampong itu sendiri.Rekomendasi berisikan anjuran-anjuran kepada 

beberapa pihak; Kepada Tuha Peut dan Kepada masyarakat Gampong Blang 

Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh untuk saling bekerjasama dalam 

menyukseskan penyelesaian sengketa. 

 

Kata Kunci: Peran Tuha Peut, Sengketa, Gampong, Blang Bladeh, Aceh Selatan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang Masalah 

Provinsi Aceh merupakan satuan pemerintah daerah yang diberi status oleh 

pemerintah pusat otonomi khusus (lex specialis), yang selanjutnya diatur dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.1 Pemberian 

Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam melahirkan harapan dan membuka peluang untuk tumbuhnya 

kreativitas, diskresi dan kebebasan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota 

serta masyarakat Aceh pada umumnya untuk menemukan kembali identitas diri 

dan membangun wilayahnya. Peluang ini telah ditanggapi secara positif oleh 

komponen masyarakat, baik legislatif maupun eksekutif bahkan oleh organisasi 

sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat. Tanggapan yang positif 

ini memang diperlukan untuk mencegah timbulnya kemungkinan bahwa 

pendulum akan berbalik kembali ke arah sentralisasi.2 

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 31 (1) dinyatakan 

bahwa 

“Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut 

kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,”3 

Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa: 

                                                        
1 Al Yasa’ Abubakar dan M. Daud Yoesoef, Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan 

Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 1 No. 3 

- November 2004 
2 Ibid, hal 3 
3 Ibid, hal 3 
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“Ketentuan pelaksanaan Undang Undang ini yang menyangkut 

kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.”4 

 

Sedang pengertian Qanun, dalam Pasal 1 angka 8 dinyatakan: 

 “Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan 

Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi 

khusus” 

Hal tersebut di atas melandasi berlakunya undang undang khusus di provinsi aceh. 

Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah Undang-Undang tahun 2006 yang 

mengatur pemerintahan provinsi Aceh. Sebagai pengganti Undang-Undang 

Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan 

Gerakan Aceh Merdeka. Undang-undang ini pula yang menjadi landasan untuk 

provinsi Aceh dalam melakukan tata kelola terhadap pemerintahan di provinsi Aceh 

baik dari aturan provinsi sampai kepada pemerintahan tingkat desa atau Gampong. 

Mengenai kewenangan dan pengelolaan pemerintahannya memiliki 

perbedaan antara pemerintah Provinsi aceh dan pemerintahan di provinsi lainya. 

Hal tersebut sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 yang 

sudah diimplementasikan juga merupakan landasan hukum pelaksanaan syariat 

Islam di Indonesia secara menyeluruh. Keistimewaan Aceh yang dimaksud dalam 

aturan tersebut di atas Keistimewaan yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan 

dan pemberlakuan syariat Islam secara kaffah, kemudian pada aspek pelaksanaan 

pendidikan, serta penyelenggaraan adat istiadat.5 

                                                        
4 Ibid, Hal 3 
5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. 
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Tindak lanjut dari keIstimewaan tersebut tentu dapat terlihat dalam istilah-

istilah serta aplikasi pelaksanaan pemerintahan di Aceh, yaitu tentang 

pemerintahan gampong dan mukim yang merupakan jenjang hirarki dalam 

struktur pemerintahan secara umum di Aceh. Keberadaan lembaga tersebut sudah 

ada sejak dulu dan terus dilestarikan, serta dijaga dan dipelihara keberadaannya.   

Hal ini tentu sebagai bentuk kearifan lokal di Aceh, dalam rangka kelangsungan 

hidup masyarakat berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. 

Selanjutnya menurut penjelasan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pemerintahan Gampong, yang dimaksud dengan gampong adalah kesatuan 

masyarakat   hukum   yang   mempunyai   organisasi   pemerintahan   terendah 

langsung berada di bawah mukim, yang   menempati wilayah tertentu, yang 

dipimpin oleh seorang keuchik, berhak menyelenggarakan urusan rumah 

tangganya sendiri. Pada  pasal 2 dan 3 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pemerintahan Gampong, bahwa gampong merupakan organisasi  pemerintahan 

terendah yang berada di bawah mukim dalam struktur organisasi pemerintahan di 

Provinsi Aceh. Gampong berfungsi serta diberikan kewenangan untuk 

menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina 

masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syariat   Islam, sebagaimana yang 

telah diamanahkan dalam ketentuan perundang-undangan, khususnya di Aceh.6 

                                                        
6 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong di akses 23 maret 2022 
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Penyelenggaraan pemerintahan gampong tidak terlepas dari peran Badan 

Perwakilan Gampong (BPG) atau lebih dikenal dengan sebutan Tuha Peut. Tuha 

Peut adalah dewan orang tua yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat 

dan agama. Tuha Peut ini terdiri dari Keuchik gampong, imum meunasah dan 

kepala jurong (kepala lorong). Tuha Peut mempunyai tugas melaksanakan fungsi 

legislasi, membahas atau merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG/APB).7 

Tuha Peut berfungsi sebagai pengawas terhadap pelaksanaan Reusam 

Gampong, pelaksanaan RAPBG, dan mengawasi pembangunan dan kebijakan-

kebijakan yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan Gampong (Keuchik).8 

Penjelasan mengenai Tuha Peut gampong dalam peraturan daerah atau di provinsi 

aceh disebut Qanun. Hal-hal mengenai Tuha Peut diatur dalam Qanun nomor 5 

tahun 2003 tentang pemerintahan desa. Sebagaimana pada pasal 9 qanun tersebut 

menjelaskan: 

“Di Gampong dibentuk Pemerintah Gampong dan Tuha Peut 

Gampong, yang secara bersama-sama menyelenggarakan 

pemerintahan Gampong.”9 

 

Lembaga Tuha Peut terdiri dari empat unsur di dalamnya yaitu unsur ulama, unsur 

adat, unsur cerdik pandai, dan unsur tokoh masyarakat. Keempat unsur tersebut 

akan bekerja sama sebagai badan permusyawaratan di tingkat desa yang nantinya 

berperan sebagai legislatif dari pemerintahan di tingkat desa. Otoritas lembaga 

Tuha Peut antara lain mengangkat dan memberhentikan keuchik, dan 

                                                        
7 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindi, 2002), hal. 147. 
8 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindi, 2002), hal. 148. 
9 Pasal 9 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 5 tahun 2003 Tentang 

Pemerintahan Desa diakses pada 2 July 2022 
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menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian tidak sedikit 

juga terlihat sengketa masyarakat seperti sengketa antar warga, sengketa keluarga, 

dan sengketa tanah. Namun demikian sengketa- sengketa itu selama ini telah 

diselesaikan melalui kebijakan para “ureung tuha gampong” yang disebut Tuha 

Peut. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui beberapa pendekatan di antaranya; 

nasehat, pemumat jaroe, peusijuek, dan doa.10 

Tuha Peut juga merupakan orang yang dituakan dalam gampong, Yang 

dipilih secara langsung melalui pemilihan langsung di tingkat desa sebagaimana 

pemilihan langsung lainnya, yang tugasnya memberikan bahan pemikiran dan 

nasehat bagi keuchik dan masyarakat gampong, Tuha Peut (empat orang yang 

dituakan) ada beberapa unsur dalam Tuha Peut yakni: ulama, tokoh adat, pemuka 

masyarakat cerdik pandai yang ada di gampong.11 

Diantara seluruh masyarakat yang dipandang cakap, berakhlak mulia, 

berpengalaman, dan berwibawa untuk mendampingi keuchik sebagai penasehat 

dalam berbagai bidang, termasuk menjadi musyawarah, dalam sengketa 

masyarakat gampong.12 Tuha Peut secara sederhana dapat disebutkan bahwa tugas 

mereka meliputi bidang agama, adat, pertanian dan cendekiawan. Tugas dan 

fungsi Tuha Peut seperti yang di sebutkan di atas, sudah berjalan berabad-abad 

lalu, sejak zaman kesultanan, tetapi dengan dalih dan faktor apa kemudian 

seperempat abad terakhir hilang seolah di telan masa. Ada asumsi, seiring dengan 

                                                        
10 ibid 
11 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindi, 2002) 

 
12 Adnan Abdullah. Kepemimpinan Pedesaan di Aceh. (Banda Aceh: Universitas Syiah 

Kuala, 1982), hal. 41. 
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diundangkan undang-undang nomor 5 tahun 1979 dan undang-undang nomor 22 

tahun 1999. Kehadiran dua undang-undang tersebut di atas telah menggusur dan 

menggeser keberadaan lembaga Tuha Peut dalam waktu lama. Salah satu fungsi 

lembaga Tuha Peut yang sangat penting adalah dalam hal menyelesaikan konflik 

dalam masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas.13  

Tuha Peut Gampong sebagai Badan Perwakilan Gampong, berkedudukan 

sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Gampong.14 Tugas dan fungsi Tuha Peut antara lain, meningkatkan 

upaya-upaya pelaksanaan Syari’at Islam dan adat dalam masyarakat, memelihara 

kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih 

memiliki asas manfaat, melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/ 

merumuskan dan memberikan Persetujuan terhadap penetapan Keuchik terhadap 

Reusam Gampong, melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan 

dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Gampong, melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap 

pelaksanaan Reusam Gampong, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Gampong, pelaksanaan Keputusan dan Kebijakan lainnya dari Keuchik, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah 

                                                        
13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan 

pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa serta Qanun 

Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002. 
14 Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 5 tahun 2003 “Tentang 

Pemerintahan Gampong” Pasal 34. 
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Gampong.15 Tuha Peut Gampong terdiri dari unsur Ulama Gampong, tokoh 

masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik 

pandai/cendikiawan,16 lembaga ini dibentuk melalui musyawarah Gampong.17 

Salah satu daerah yang dikenal kental dengan hukum adat adalah Gampong 

Blang Bladeh yang terletak di kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan 

Provinsi Aceh. Gampong Blang Bladeh masih melestarikan adat budaya dalam 

kearifan masyarakat, budaya tersebut terus mengakar dan berkembang. Salah satu 

budaya yang masih diterapkan dalam penyelesaian perselisihan masyarakat 

biasanya diselesaikan dalam keanggotaan Tuha Peut. 

Keberadaan Tuha Peut membantu Keuchik dalam menjalankan tugasnya 

di bidang kemasyarakatan. Lembaga Tuha Peut berfungsi sebagai lembaga 

pengontrol, hukum adat, dan peradilan bagi setiap lapisan masyarakat yang 

melakukan berbagai tindakan pelanggaran Norma adat yang telah ditetapkan di 

Gampong. 

Hal tersebut juga berlaku di Gampong Blang Bladeh Kecamatan Meukek, 

kabupaten Aceh Selatan. Gampong Blang Bladeh merupakan salah satu Gampong 

yang berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh 

selatan.secara geografis berada di kawasan pantai barat sampai pantai selatan 

provinsi aceh. Untuk lebih detail mengenai letak geografis dari Gampong Blang 

                                                        
15 Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, nomor 5 tahun 2003 “Tentang 

Pemerintahan Gampong” pasal 35. 
16 Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, nomor 5 tahun 2003 “Tentang 

Pemerintahan Gampong” pasal 31 
17 Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, nomor 5 tahun 2003 “Tentang 

Pemerintahan Gampong” pasal 33 
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Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Maka perhatikan peta 

dibawah ini: 

Gambar 1: Peta Gampong Blang Bladeh18 

Peta di atas memberikan gambaran jelas mengenai letak geografis Gampong 

Blang Bladeh kecamatan Meukek Aceh Selatan. Pada observasi awal yang peneliti 

lakukan masyarakat gampong Blang Bladeh masih sangat kental dengan 

kebudayaan serta adat istiadat. 

Meskipun demikian, tidak semua gampong di Meukek memfungsikan 

Tuha Peut sebagaimana mestinya. Disfungsionalisasi Tuha Peut justru akan 

mudah memicu terjadinya sengketa atau konflik secara berkesinambungan dalam 

masyarakat, seperti terjadi di Gampong Blang Bladeh ada beberapa masalah yang 

diselesaikan tanpa diikut sertakan Tuha Peut menyebabkan permasalah tidak 

terselesaikan dengan baik. 

                                                        
18 Dokumen Gampong dalam Indek Desa Membangun.2016 “Peta Gampong Blang 

Bladeh” di akses pada 4 januari 2022 
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Berdasarkan latar belakang di atas penulis menarik untuk meneliti lebih 

lanjut tentang Peran Tuha Peut dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat 

Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian 

ini menggunakan sudut keilmuan politik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis paparkan. Maka dapat 

disimpulkan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran Tuha Peut Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat 

Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan? 

2. Bagaimana kendala dan tantangan Tuha Peut dalam penyelesaian sengketa 

dikalangan masyarakat Gampong Blang Bladeh kecamatan Meukek, 

Kabupaten Aceh Selatan? 

3. Strategi yang dilakukan oleh Tuha Peut dalam penyelesaian sengketa 

masyarakat Gampong Blang Bladeh kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh 

Selatan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peran Tuha Peut dalam penyelesaian sengketa 

masyarakat Gampong Blang Bladeh kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh 

Selatan. 

2. Untuk mengetahui kendala dan tantangan Tuha Peut dalam penyelesaian 

sengketa masyarakat Gampong Blang Bladeh, kecamatan Meukek, 

Kabupaten Aceh Selatan 
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3. Untuk mengetahui Bagaimana Strategi yang dilakukan oleh Tuha Peut 

dalam penyelesaian sengketa masyarakat Gampong Blang Bladeh, 

kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian  ini  akan  memberikan  manfaat  bagi  berbagai  pihak  baik secara 

personal maupun secara umum . Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Yaitu  untuk  menambah  khasanah  berpikir  serta  pengetahuan  umum 

yang sifatnya ilmiah dalam studi Ilmu Politik dan  dapat  dijadikan  bahan  

referensi  bagi  penelitian  selanjutnya yang mengambil fokus penelitian 

yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

melengkapi kepustakaan di bidang Ilmu Politik, terutama yang berkaitan 

tentang peran Tuha Peut dalam penyelesaian sengketa masyarakat 

Gampong Blang Bladeh kecamatan Meukek kabupaten Aceh Selatan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Dalam melakukan penelitian, tidak terlepas berkaca kepada hasil penelitian 

terdahulu agar hasil penelitian lebih maksimal. Maka peneliti melakukan telaah 

pustaka untuk dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Dalam 

hal ini peneliti juga hendak memperjelas posisi penelitian ini dalam tinjaun pustaka. 

Oleh sebab itu berikut peneliti sajikan beberapa penelitian terdahulu yang pernah 

menyentuh Topik pengaruh komunitas Perempuan dalam mempengaruhi kebijakan 

ataupun sejenisnya. 

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Delfi Suganda dalam jurnal Al- 

Idarah jurnal manajemen dan administrasi Islam Vol 2, No 1 2018 dengan judul 

penelitian Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan 

Pencegahan Korupsi Dana Gampong. Dalam penelitian ini menjelaskan  

Gampong adalah pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. 

Beberapa tahun belakangan ini, gampong maupun desa diberikan kewenangan yang 

besar dalam melakukan tata kelola pemerintahan desa terutama dalam mengelola 

keuangan gampong. Tuha peut diberikan kewenangan dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan, terutama mengawasi kinerja pemerintahan gampong. Rumusan 

masalah pada penelitian ini dibatasi pada bagaimanakah peran tuha peut dalam 

melakukan pencegahan korupsi dana gampong? Penelitian ini termasuk penelitian 
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kualitatif sebagai proses untuk memberikan pemahaman yang komplek yang terjadi 

pada interaksi manusia.19 

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Kasnidar dalam Skripsi dengan judul 

Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Konflik di dalam Masyarakat (Studi di 

Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan), Tahun 2018, Universitas Islam 

Negeri Ar-raniry. Hasil penelitian menunjukkan Lembaga Tuha Peut terdiri dari 

empat unsur yaitu unsur ulama, adat, cerdik pandai, dan tokoh masyarakat. Otoritas 

Tuha Peut antara lain mengangkat dan memberhentikan keuchik, menyusun 

reusam gampong, pengawasan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam 

masyarakat. Di kecamatan Kluet Utara, Tuha Peut berperan aktif menyelesaikan 

berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk: (1) 

mengetahui konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat di kecamatan Kluet 

Utara Kabupaten Aceh Selatan, (2) mengetahui peran Tuha Peut dalam 

menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di kecamatan Kluet Utara, 

dan (3) mengetahui kendala yang dihadapi Tuha Peut dalam menyelesaikan 

konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh 

Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. 

Subjek penelitian ini sebanyak 7 orang Tuha Peut yang mewakili 

gampong-gampong yang ada di kecamatan Kluet Utara. Pengumpulan data 

dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini 

dilakukan dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa: (1) Konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat di kecamatan Kluet 

                                                        
19Delfi Suganda 2018, Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan. Al- 

Idarah jurnal manajemen dan administrasi Islam Vol 2, No 1 2018 
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Utara yaitu perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang 

berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat mesum 

(perselingkuhan), persengketaan di laut, persengketaan di pasar, perselisihan 

tentang hak milik, perselisihan harta sehareukat, fitnah, dan hasut. (2) Peran Tuha 

Peut  dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di kecamatan 

Kluet Utara dibatasi hanya menyelesaikan sengketa atau perselisihan, yaitu 

berperan sebagai mediator, persidangan, dan mengeksekusi putusan sidang atas 

sengketa dan perselisihan yang terjadi. (3) Kendala yang dihadapi Tuha Peut 

dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di kecamatan Kluet 

Utara yaitu berkaitan dengan kesediaan masyarakat yang bersengketa untuk 

menyelesaikan melalui peradilan gampong, kesediaan membayar denda/sanksi dan 

juga terjadi tumpang tindih dengan hukum positif.20 

Ketiga dilakukan oleh Abdurrahman dalam Jurnal dengan judul “Peran 

Tuha Peut Gampong Sebagai Badan Permusyawaratan Gampong Dalam 

Penyelesaian Perselisihan Masyarakat” tahun 2018, JIM bidang Keperdataan, 

Universitas Syiah Kuala. Hasil penelitian dapat dilihat Menurut Pasal 39 huruf g 

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan 

Gampong salah satu tugas Tuha Peut  Gampong selaku Badan Permusyawaratan 

Gampong adalah menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. 

Namun dalam kenyataannya Tuha Peut Gampong belum berperan dengan baik 

dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 

                                                        
20 Kasnidar, Skripsi, 2018 “Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Konflik di dalam 

Masyarakat (Studi di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)”. Universitas Islam Negeri 

Ar-raniry, Banda Aceh. 
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mengidentifikasi peran Tuha Peut Gampong sebagai badan permusyawaratan 

gampong dalam proses penyelesaian perselisihan masyarakat, untuk mengetahui 

kendala yang menyebabkan Tuha Peut Gampong belum berperan dengan baik 

dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat, dan untuk 

mengetahui upaya yang dilakukan guna memperkuat peran Tuha Peut Gampong 

dalam penyelesaian perselisihan masyarakat. 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari kajian kepustakaan dan penelitian 

lapangan. Kajian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan 

cara mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui 

wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa pada tiga gampong di Kecamatan Babahrot, Tuha Peut  Gampong 

masih belum berperan dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan, di mana ada 

yang tidak dilibatkan, dilibatkan tapi belum berperan aktif, dan kurangnya 

kemampuan dalam memberi pendapat dan pertimbangan untuk pengambilan  

keputusan dalam menyelesaikan perselisihan. Kendala belum berperannya Tuha 

Peut Gampong dengan baik disebabkan belum mendapat sosialisasi yang memadai 

tentang peran Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat, 

pemahaman yang berbeda antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik, tidak 

adanya komunikasi dan koordinasi yang baik diantara sesama anggota Tuha Peut 

Gampong, dan kurangnya kemampuan Tuha Peut Gampong dalam penyelidikan 

atau pendekatan dengan pihak yang berselisih serta memberi pendapat dan 

pertimbangan. Upaya penguatan peran Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian 
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perselisihan masyarakat yang dilakukan baru berupa pembinaan dan sosialisasi 

secara terbatas sehingga belum memadai.21  

Keempat dilakukan oleh Yulia dalam skripsi dengan judul “Penguatan 

Lembaga Adat Tuha Peut Dalam Penyelesaian Sengketa Di Kecamatan Sawang” 

tahun 2021, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe. Sosialisasi dan penyuluhan 

hukum tentang lembaga adat Tuha Peut dalam penyelesaian sengketa di kecamatan 

Sawang merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Latar 

belakang kegiatan ini adalah dalam Qanun lembaga Tuha Peut merupakan salah 

satu lembaga adat yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa antar anggota 

masyarakat di suatu gampong (desa). Di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh 

Utara, masih banyak terdapat sengketa-sengketa adat yang tidak selesai dalam 

penyelesaian secara adat di gampong dan banyak yang dilaporkan masyarakat ke 

polisi. Hal ini juga  disebabkan kurangnya pengetahuan Lembaga  Adat Tuha  Peut 

dalam  penyelesaian  sengketa  pada  tingkat gampong.Sosialisasi dan penyuluhan 

hukumini dilakukan dengan pemaparan materi dan dilanjutkan diskusi tanya jawab 

serta umpan balik. 

Hasil  sosialisasi  dan penyuluhan hukum di  Kecamatan  Sawang  

mendapati  bahwa hasil  dari  umpan  balik  yang diberikan  oleh  peserta  

mengalami  peningkatan  pemahaman  terhadap  peran Lembaga Adat Tuha Peut 

dalam penyelesaian sengketa.Pelaksanaan  kegiatan  ini  mendapat  sambutan  baik  

                                                        
21 Abdurrahman, Skripsi 2018. “Peran Tuha Peut Gampong Sebagai Badan 

Permusyawaratan Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat”. Universitas Syiah 

Kuala, Banda Aceh. 
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dari  Lembaga  Adat Tuha  Peut,  karena  mereka  sangat  jarang mendapatkan 

pembekalan seperti ini.22 

Kelima dilakukan Oleh M.Nasir dalam skripsi dengan judul “Analisis 

Peran Tuha Peut Sebagai Perangkat pemerintahan Gampong Di Gampong Ujong 

Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Menurut Tinjauan 

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong)”, tahun 2013, 

Universitas Teuku Umar. Lembaga Tuha Peut merupakan salah satu lembaga adat 

dalam masyarakat Aceh yang memiliki otoritas dalam menjaga eksistensi hukum 

adat secara turun temurun. Lembaga Tuha Peut terdiri dari empat unsur di 

dalamnya yaitu unsur ulama, unsur adat, unsur cerdik pandai, dan unsur tokoh 

masyarakat. Peran lembaga Tuha Peut antara lain mengangkat dan 

memberhentikan keuchik, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam 

masyarakat. 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Tuha 

Peut  sebagai perangkat pemerintahan di Gampong Ujong Tanoh Darat menurut 

tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pemerintahan Gampong dan Apa 

saja yang menjadi penghambat Tuha Peut  dalam menjalankan perannya sebagai 

perangkat pemerintahan gampong di Gampong Ujong Tanoh Darat menurut 

tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pemerintahan Gampong. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder dan data primer. Teknik 

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan 

                                                        
22 Yulia, Skripsi “Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut Dalam Penyelesaian Sengketa Di 

Kecamatan Sawang”, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe. 
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teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau 

penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

direpresentasikan bahwa pelaksanaan peran Tuha Peut sebagai perangkat 

Pemerintahan Gampong di Gampong Tanoh Darat, masih kurang efektif 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang 

pemerintahan Gampong. Hal ini karena anggota Tuha Peut kurang memahami 

tugas dan fungsi sebagaimana yang diuraikan di dalam Qanun tersebut serta 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Adapun penghambat Tuha Peut 

dalam menjalankan perannya masih rendahnya pemahaman mengenai peran dan 

fungsi serta tugas yang harus dijalankan sebagaimana yang diatur dalam Qanun 

Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pemerintahan Gampong.23 

Dari kelima penelitian di atas menerangkan bahwa terdapat perbedaan 

dengan penelitian yang sedang peneliti teliti yaitu tempat penelitian, informan 

penelitian dan rumusan masalah. Sedangkan metodologi penelitian memiliki 

kesamaan yaitu menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Dengan 

perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian yang sedang peneliti 

lakukan belum pernah diteliti oleh siapapun dan juga memiliki keunikan tersendiri.  

2.2. Landasan Teori 

Bagaimana selayaknya penelitian tentu diperlukan pisau analisa atau teori 

penelitian yang bersifat mengerucutkan penelitian kepada hasil yang diinginkan 

sehingga pembahasannya tidak melebar. Demikian pula dengan penelitian ini. 

                                                        
23 M.Nasir, skripsi, 2013 “Analisis Peran Tuha Peut Sebagai Perangkat pemerintahan 

Gampong Di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Menurut 

Tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong), Universitas Teuku Umar. 



 

18 

 

dalam melakukan penelitian mengenai Peran Tuha Peut Dalam Penyelesaian 

Sengketa Masyarakat Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten 

Aceh Selatan, peneliti menggunakan beberapa teori untuk memecahkan masalah 

dalam penelitian ini. Untuk lebih detail mengenai teori apa saja yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

2.2.1. Teori Peran (role theory) 

Teori peran (role theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai 

teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari 

dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang 

ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor 

harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh 

itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.24 

Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang 

menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori 

sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, 

kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan 

memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku 

dengan cara yang diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, 

berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Teater adalah metafora sering 

                                                        
24 Sarwono, Sarlito W & Meinarno, Eko A. 2015. Psikologi Sosial. Jakarta: Salemba 

Humanika. 
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digunakan menggambarkan teori peran.25 Selain itu, peranan atau role juga 

memiliki beberapa bagian, yaitu:26 

1. Enacted Role (Peranan nyata) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan 

seseorang dalam menjalankan suatu peranan. 

2. Prescribed Role (Peranan yang dianjurkan) adalah cara yang diharapkan 

masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu. 

3. Role Conflict (Konflik peranan) adalah suatu kondisi yang dialami 

seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan 

dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain. 

4. Role Distance (Kesenjangan Peranan) adalah Pelaksanaan Peranan secara 

emosional. 

5. Role Failure (Kegagalan Peran) adalah kegagalan seseorang dalam 

menjalankan peranan tertentu. 

6. Role Model (Model peranan) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita 

contoh, tiru, diikuti. 

7. Role Set (Rangkaian atau lingkup peranan) adalah hubungan seseorang 

dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya. 

8. Role Strain (Ketegangan peranan) adalah kondisi yang timbul bila 

seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan 

peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasiaan yang 

bertentangan satu sama lain. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini 

                                                        
25 Ibid 
26 Janu Wardiyatmoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat (Bandung: 

Grafindo Media Pratama, 2007) 
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adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam 

masyarakat. 

Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan 

merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 

peranan”.27 

Pengertian peran (role) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan 

kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa 

individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang 

terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila 

individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak 

mungkin mematuhi yang lainnya.28 

Organisasi sebagai sebuah institusi sosial telah membentuk perspektif 

terhadap peran yang diterima oleh seorang individu. Teori peran (role theory) 

mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam 

keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan 

seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat 

individu sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang 

ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik 

                                                        
27 Soerjono Soekanto, Elit Pribumi Bengkulu (Jakarta: Balai Pustaka,1990), 268. 
28 Febrianty, “Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict 

terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)”, Jurnal Ekonomi 

dan Informasi Akuntansi (JENIUS), Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012): 320 
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dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan 

yang ditujukan pada diri seseorang.29 

Role theory Concerns Salah satu fitur terpenting dalam kehidupan sosial, 

pola perilaku atau peran yang khas. Ini Menjelaskan peran dengan menganggap 

bahwa orang adalah anggota dari posisi sosial dan memegang harapan untuk 

perilaku mereka sendiri dan orang lain. Kosakata dan perhatiannya sangat populer 

di kalangan ilmuwan dan praktisi sosial, dan konsep peran telah menghasilkan 

banyak penelitian. Setidaknya lima perspektif dapat dibedakan dalam karya terbaru 

dalam bidang ini: fungsional, interaksionisme simbolik, struktural, organisasi, dan 

teori peran kognitif. Banyak penelitian peran mencerminkan keprihatinan praktis 

dan konsep turunan, dan penelitian tentang empat konsep tersebut ditinjau: 

konsensus, konformitas, konflik peran, dan pengambilan peran. Perkembangan 

terbaru menunjukkan kekuatan sentrifugal dan integratif dalam bidang peran. Yang 

pertama mencerminkan komitmen perspektif yang berbeda dari para sarjana, 

kebingungan dan perbedaan pendapat tentang penggunaan konsep peran, dan fakta 

bahwa teori peran digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk sistem sosial. 

Yang terakhir mencerminkan kepedulian bersama yang mendasar dari lapangan dan 

upaya oleh para ahli teori peran untuk mencari versi luas dari bidang yang akan 

mengakomodasi berbagai kepentingan.30 

                                                        
29 Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, “Pengaruh Role Stressor terhadap 

Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan 

Publik (KAP) di Jawa Tengah”, Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 5, No. 2 ISSN 2085-4277, 

Universitas Negeri Semarang (2013): 110. 
30 B. J. Biddle, “Recent Developments in Role Theory”, Annual Reviews Inc, University 

of Missouri-Columbia (1986): 67. 
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Teori peran menggambarkan interaksi sosial yang diterapkan oleh individu 

dalam suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan yang berlaku. Teori peran (role 

theory) menyatakan bahwa individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran 

dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami kecemasan, menjadi lebih tidak 

puas dan melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibanding individu lain. 

Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau 

lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditunjukkan pada diri seseorang. 

Terjadinya konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus 

menyandang dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama.31 

Teori peran menyangkut salah satu karakteristik paling penting dari perilaku 

sosial - fakta bahwa manusia berperilaku dengan cara yang berbeda dan dapat 

diprediksi tergantung pada identitas sosial masing-masing dan situasi. Seperti yang 

ditunjukkan oleh istilah peran, teori ini mulai hidup sebagai metafora teatrikal. Jika 

pertunjukan di teater dibedakan dan diprediksi karena actor dibatasi untuk 

melakukan “bagian” yang mana “skrip” ditulis, maka tampaknya masuk akal untuk 

percaya bahwa perilaku sosial dalam konteks lain juga terkait dengan bagian dan 

skrip yang dipahami oleh aktor sosial. Dengan demikian, teori peran dapat 

dikatakan berkaitan dengan tiga konsep: pola perilaku dan karakteristik sosial, 

bagian atau identitas yang diasumsikan oleh peserta sosial, dan skrip atau harapan 

untuk perilaku yang dipahami oleh semua dan dipatuhi oleh para pelaku.32 

                                                        
31 Angga Prasetyo dan Marsono, “Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap 

Komitmen Independensi Auditor Internal”, Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 7 No. 2, 

Universitas Diponegoro (2011): 153 
32 B. J. Biddle, “Recent Developments in Role Theory”, Annual Reviews Inc, University 

of Missouri-Columbia (1986): 68. 
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Dengan demikian, teori identitas peran berusaha untuk mengintegrasikan 

struktural-fungsionalis dan perspektif interaksionis simbolik. Fungsionalisme 

struktural berfokus pada bagaimana struktur sosial (misal: posisi peran seperti 

manajer, direktur, atau teknisi) melembagakan harapan perilaku yang stabil di 

berbagai situasi dan; tergantung pada fungsi, hierarki, dan status; bagaimana posisi 

itu mempengaruhi konsep-diri. Sejalan dengan itu, interaksionisme simbolik 

berfokus pada bagaimana individu saling berhubungan di seluruh jaringan peran-

hubungan yang menciptakan makna bagi penghuni peran (yaitu, identitas) dan 

menyediakan tempat kerja atau skema kognitif untuk menafsirkan pengalaman 

peran dan peran ekstra. Dengan demikian, teori identitas peran telah berkembang 

dari sekadar menjelaskan harapan bersama, dilembagakan, dan normatif yang 

diberikan posisi dalam beberapa struktur sosial seperti organisasi atau komunitas 

praktik hingga mengeksplorasi proses-proses yang digunakan oleh penghuni peran 

menentukan diri mereka sendiri dan peran mereka terhadap interaksi sosial dengan 

penghuni peran lainnya. Akibatnya, para sarjana organisasi memperluas definisi 

peran (dan identitasnya) untuk mencakup lebih dari sekadar posisi structural-itu 

mencakup tujuan, nilai, kepercayaan, norma, gaya interaksi, dan cakrawala waktu 

yang terkait dengan bidang tertentu.33 

2.2.2. Teori Strategi 

Strategi berasal dari kata Yunani strategos, yang berarti Jenderal. Oleh 

karena itu kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini 

mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak 

                                                        
33 David M. Sluss, “Role Theory in Organizations: a Relational Perspective”, Handbook 

of I/O-Psychology, University of South Carolina Columbia (2015): 4. 
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organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan 

sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan 

kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya 

secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.34 

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan 

gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. 

Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema 

mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan 

gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk 

mencapai tujuan secara efektif.35 

Menurut Buzzel dan Gale strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci 

yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja 

keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang 

penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.36 

2.2.3. Tuha Peut   

Regulasi nasional yang sangat mendasar sekali mengatur mengenai lembaga 

Tuha Peut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan 

Aceh.  

Tuha Peut adalah lembaga adat yang berwenang sebagai lembaga legislatif 

gampong yang membuat aturan hukum di gampong. Tuha Peut mempunyai fungsi 

dan kewenangan yang berbeda dengan keuchik namun saling berhubungan satu 

                                                        
34 Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), 

hal: 153-157 
35 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi,2000) hal: 17 
36 Agustinus Sri Wahyudi. Manajemen Strategi, (Jakarta: Binarupa Aksara,1996) hal:19 
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sama lainnya. Selain itu, Tuha Peut dan keuchik juga menjadi hakim perdamaian 

antara penduduk gampong, dan apabila ada perselisihan antar warga gampong 

kedua lembaga ini harus bermusyawarah bersama sehingga persoalan yang ada bisa 

terselesaikan dan tercipta keharmonisan dalam hidup di gampong.37 Tuha Peut 

Gampong berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Gampong: 

1. Anggota Tuha Peut gampong adalah wakil dari penduduk gampong 

bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan cara 

musyawarah dan mufakat. 

2. Anggota Tuha Peut gampong terdiri dari pemuka agama, tokoh masyarakat 

meliputi pemuda dan perempuan, pemangku adat, cerdik pandai/ 

cendekiawan dan golongan lainya. 

3. Masa jabatan anggota Tuha Peut gampong selama 6 (enam) tahun dan dapat 

diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 

4. Peresmian anggota Tuha Peut gampong ditetapkan dengan keputusan 

bupati. 

5. Anggota Tuha Peut gampong sebelum memangku jabatan mengucapkan 

sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh 

Bupati atau penjabat lain yang ditunjuk.38 

Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 pada Bab I Pasal 1 dimaksud dengan Tuha 

Peut adalah: 

                                                        
37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa, diakses 23 maret 2022. 
38 Ibid diakses 23 Maret 2022 
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“Badan perwakilan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh 

adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong.39 

Terkait fungsi sebagai badan perwakilan gampong, Tuha Peut 

dibentuk untuk menjadi wahana dalam mewujudkan demokrasi, 

keterbukaan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tuha Peut 

sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan gampong 

memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan cita-cita 

pembangunan gampong. Dalam menjalankan fungsi pembangunan 

gampong Tuha Peut dibagi menjadi beberapa unsur yaitu; Unsur 

ulama gampong; unsur tokoh masyarakat termasuk pemuda dan 

perempuan; unsur pemuka adat; dan unsur Cerdik 

pandai/cendikiawan.”40 

 

Tuha Peut sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan gampong 

memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan 

gampong. Tuha Peut berfungsi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong yaitu sebagai berikut: 

● Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syari'at Islam dan adat dalam 

masyarakat. 

●  Memelihara kelestarian adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya 

setempat yang memiliki asas manfaat. 

● Melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan 

memberikan persetujuan terhadap penetapan Keuchik. 

● Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan 

memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan 

belanja gampong sebelum ditetapkan menjadi anggaran pendapatan dan 

belanja gampong. 

                                                        
39 Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, nomor 5 tahun 2003 “Tentang 

Pemerintahan Gampong.” 
40 Ibid pasal 31 
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● Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap 

pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan keputusan dan kebijakan 

lainnya dari keuchik. 

● Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah 

gampong.41 

Kedudukan Tuha Peut di gampong melakukan tugas-tugas pembinaan masyarakat 

menggunakan sarana-sarana dan perangkat pendukung seperti mesjid dan 

meunasah tempat menyelesaikan masalah. Lembaga mesjid dan Meunasah di 

gampong di Aceh dulunya berfungsi sebagai tempat musyawarah dalam 

menyelesaikan berbagai sengketa/tempat untuk mengambil keputusan “Cok 

Peunutoh” dan tempat pelaksanaan eksekusi terhadap keputusan damai.42 

Dalam pengertian Tuha Peut merupakan salah satu unsur pemerintahan 

gampong yang melaksanakan kegiatan pemerintah bersama-sama dengan unsur 

pemerintahan gampong. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur pemerintahan 

gampong adalah geuchik dan perangkat gampong (sekretaris, kepala urusan, 

pelaksana teknis, dan kepala dusun).43 

Di samping itu, kesetaraan Tuha Peut dengan unsur pemerintahan gampong 

secara tegas tampak pada proses pembuatan reusam gampong. Prinsip ini telah 

disebutkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong 

bahwa peraturan-peraturan gampong (reusam) adalah semua ketentuan yang 

                                                        
41 Ibid pasal 35 
42 Adnan Abdullah. Kepemimpinan Pedesaan di Aceh. (Banda Aceh: Universitas Syiah 

Kuala, 1982), 
43 Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, nomor 5 tahun 2003 “Tentang 

Pemerintahan Gampong.” 
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bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan 

dari Tuha Peut.44 

Dengan kedudukannya yang sejajar dapat dipahami bahwa usulan 

rancangan reusam gampong dilakukan oleh keuchik/inisiatif Tuha Peut dengan 

ketentuan kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan musyawarah guna 

memperoleh persetujuan dari masing-masing pihak dalam penerapan reusam 

gampong tersebut. 

Kedudukan Tuha Peut yang sejajar dengan pemerintahan gampong sebagai 

konsekuensinya adalah tertutup kemungkinan adanya tumpang tindih antara unsur 

Tuha Peut dan unsur pemerintahan gampong. Mengingat kedua unsur ini sama-

sama mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengatur sistem kehidupan 

masyarakat gampong. Bahkan Tuha Peut atau unsur Tuha Peut dilarang rangkap 

jabatan menjadi aparat pemerintahan gampong.45 

Dengan demikian maka dapat kita simpulkan bahwa penyelesaiaan sengketa 

dalam masyarakat juga merupakan tugas dari Tuha Peut gampong. Tentunya dalam 

melakukan penyelesaian sengketa tersebut melalui tatacara atau aturan yang telah 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan suatu gampong yang lebih dikenal dengan 

reusam.46 

Jadi menarik benang merah dari pembahasan mengenai itu hapus adalah 

bahwa setiap keputusan yang ada di dalam Gampong maka badan permusyawaratan 

                                                        
44Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, nomor 5 tahun 2003 “Tentang Pemerintahan 

Gampong.” 
45 Kasnidar, Skripsi, 2018 “Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Konflik di dalam 

Masyarakat (Studi di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)”. Universitas Islam Negeri 

Ar-raniry, Banda Aceh. 
46 Ibid, 
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gampong atau di Aceh lebih kita kenal dengan nama Tuha Peut yang akan 

mengambil keputusan berdasarkan aturan yang telah disepakati di setiap Gampong. 

2.2.4. Teori Penyelesaian Sengketa (Masyarakat Pedesaan) 

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, teori 

yang dikemukakan oleh para ahli sering dijadikan acuan dalam memecahkan 

masalah yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Kata teori 

berasal dari kata theoria yang artinya pandangan atau wawasan. 

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan 

menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang 

timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau 

strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan 

Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5, yaitu: 

a. Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang 

lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. 

b. Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia 

menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. 

c. Problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang 

memuaskan dari kedua belah pihak. 

d. With drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, 

baik secara fisik maupun psikologis. 

e. In action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.47 

                                                        
47 Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. 2009. Teori Konflik Sosial. Pustaka Pelajar: 

Yogyakarta 
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Dalam literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori 

Konflik. Konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah percekcokan, 

perselisihan dan pertentangan. Konflik adalah perbedaan pendapat dan perselisihan 

paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan 

yang sama.48 Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan 

atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan 

adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya, A. 

sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh 

pewaris dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah itu dijual karena 

mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga.49 

Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring 

dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu 

bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. Sengketa dapat 

terjadi pada setiap pihak, mulai dari antara individu maupun kelompok, kombinasi 

keduanya, hingga antara perusahaan, perusahaan dengan negara, bahkan sesama 

negara, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun 

bersifat keperdataan dan dapat terjadi dalam lingkup lokal, nasional, hingga 

internasional. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, 

pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perselisihan, perkara.50 

                                                        
48 Kamus Besar Bahasa Indonesia Definisi Konflik, di akses 2022 (Online) 
49 Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. 2009. Teori Konflik Sosial. Pustaka Pelajar: 

Yogyakarta  
50 Departemen Pendidikan Nasional, 2015 Definisi Sengketa, hal. 1272 di akses 23 maret 

2022 (Online) 
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Suatu situasi dimana kedua belah pihak atau lebih dihadapkan pada 

perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila 

pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau 

keprihatinannya. Sebuah situasi berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa 

apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puas atau 

keprihatinannya, secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak penyebab 

kerugian atau pihak lain.51 Sengketa atau konflik merupakan bentuk aktualisasi atas 

perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak atau lebih.52 

Munculnya sengketa yang berkepanjangan mendorong umat manusia 

mencari jalan penyelesaian yang humanist, mudah, dan adil, dimana kedua belah 

pihak tidak merasa dirugikan (win-win solution). Namun kenyataannya, mekanisme 

hukum kontinental yang ada selama ini tidak mampu mengakomodir keinginan 

manusia, sehingga hampir setiap permasalahan sengketa yang diselesaikan melalui 

pengadilan cenderung menguntungkan satu pihak (win and lose solution) dan juga 

mahal. Berbagai penelitian dan inovasi dilakukan banyak pakar hukum untuk 

mengekspresikan beragam model penyelesaian sengketa sebagai cita-cita yang 

luhur untuk mencapai perdamaian, antara lain sebagai berikut: 

“Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan,” Bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”. Secara 

konstitusional dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) 

telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam 

yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan 

untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.53 Timbulnya sengketa 

                                                        
51 Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Citra 

Aditya Bakti, Bandung. 
52 Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Media, Yogyakarta, 2006 
53 Effendi. Bachtiar, 1983, Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Peraturan 

Pelaksanaannya, Bandung: Alumni 
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hukum mengenai tanah berawal dari pengaduan suatu pihak (orang 

atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak 

atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun 

kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian 

secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang 

berlaku”54 

 

Berpangkal dari terjadinya konflik, maka muncul perkembangan dua teori 

konflik, yaitu teori Fungsionalisme Struktural dan Teori Pendekatan Konflik, 

yaitu:55 

a. Teori Fungsionalisme Struktural 

Teori ini mengemukakan bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi di atas 

dasar “kata sepakat” para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. 

Teori ini dapat mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara 

para anggota masyarakat.  

Dalam hal ini, masyarakat adalah suatu sistem yang secara fungsional 

terintegrasi ke dalam suatu bentuk equilibrium. Masyarakat, harus dipandang 

sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu terhadap 

yang lain. Karena itu, hubungan saling mempengaruhi di antara bagian-bagian 

tersebut bersifat ganda dan timbal balik. 

Melalui teori ini dikatakan bahwa sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat 

dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu 

cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis. Integrasi sosial 

dapat menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan 

                                                        
54Murad.1991 Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah. Bandung: Penerbit Alumni. 
55 Busroh, “Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat 

Di Indonesia”. Lex Jurnalica Volume 14 Nomor 1, April 2017. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum 

Sumpah Pemuda (STIHPADA): Palembang. 
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kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem 

sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat yang minimal. Meskipun terjadi 

disfungsi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan melalui 

proses panjang teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan 

proses institusionalisasi. Dengan kata lain, integrasi sosial pada tingkatnya yang 

sempurna tidak akan pernah tercapai, namun setiap sistem sosial akan senantiasa 

berproses ke arah sana. 

b. Teori Pendekatan 

Teori ini merupakan teori konflik yang beranggapan bahwa, setiap 

masyarakat senantiasa berubah dan perubahan itu tidak pernah berakhir karena 

perubahan sosial merupakan gejala yang inheren pada setiap masyarakat, setiap 

masyarakat mengandung konflik di dalam dirinya karena konflik merupakan gejala 

yang inheren pada setiap masyarakat, setiap unsur dalam masyarakat memberi 

kontribusi terjadinya disintegrasi dan perubahan perubahan sosial, dan setiap 

masyarakat terintegrasi atas penguasaan dan dominasi sejumlah orang terhadap 

sejumlah orang yang lain. 

Dengan kata lain, konflik bersumber dari masyarakat itu sendiri. Konflik 

timbul dari realitas adanya unsur-unsur yang saling bertentangan dalam masyarakat 

secara internal yang terjadi akibat pembagian otoritas tidak merata. Oleh karena itu, 

terdapat pola pemisahan antara masyarakat yang memiliki otoritas dan yang tidak 

memilikinya 
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Dengan demikian maka teori diatas sangat relevan dalam mengkaji 

permasalahan dalam penelitian ini. Dengan teori tersebut pula maka diharapkan 

dapat menentukan arah dan mendapatkan hasil dari permasalah mengenai Peran 

Tuha Peut Dalam penyelesaian sengketa di gampong Blang Bladeh, Kecamatan 

Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. 

  



 

35 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui Peran Tuha Peut Dalam 

Penyelesaian Sengketa Masyarakat Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, 

Kabupaten Aceh Selatan. Maka peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. 

Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat 

tepat sasaran. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.56 Data 

yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu 

permasalahan yang timbul.  

3.2.Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini membahas tentang Peran Tuha Peut Dalam 

Penyelesaian Sengketa Masyarakat di Gampong Blang Bladeh Kecamatan Meukek, 

Kabupaten Aceh Selatan. 

3.3.Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang 

penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang 

dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di 

Gampong Blang Bladeh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. 

                                                        
56 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.11 
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3.4.Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan Sumber data penelitian ini adalah :  

1. Data primer, yakni dimana data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Di dalam 

penelitian ini data primer didapatkan melalui observasi, wawancara 

langsung dengan informan. 

2. Data sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui laporan advokasi pemberitaan media massa, atau dihasilkan dari 

pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainya yang bukan merupakan 

pengelolanya namun dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. 

Data sekunder dalam penelitian juga didapatkan dari situs-situs institusi 

yang resmi yang dapat menjadikan suatu referensi berdasarkan kajian 

penelitian ini, selain itu juga dari referensi buku, jurnal, ebook dan artikel 

yang terkait dengan pembahasan penelitian Program Keluarga Harapan. 

3.5. Informan Penelitian 

Setiap penelitian pasti memiliki responden atau informan penelitian yang 

akan menjadi objek untuk menggali data lapangan yang dibutuhkan untuk suatu 

penelitian. Adapun informan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: 

No Nama Jabatan Jumlah 

1. Bapak Taslim Keuchik Gampong 

Blang Bladeh 

1 Orang 

2. Syahman Ketua Tuha Peut 

Gampong Blang Bladeh 

1 Orang 

3. M. Alamsyahputra Unsur Pemuda 1 Orang 
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4. Juniarmi Unsur Perempuan 1 Orang 

5. Tgk. Hamdan Unsur Agama 1 Orang 

 Fatahul yasir Masyarakat muda 1 orang 

Jumlah  6 Orang  

 

3.6.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.57  

Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh 

peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan tiga 

teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Interview (Wawancara) 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua 

belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang 

mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari 

atas pertanyaan-pertanyaan).58 

2. Dokumentasi 

                                                        
57 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308 
58Ibid, 23 
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Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, notulen 

rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode dokumentasi memiliki 

keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga.59 

3.7.Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data  

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data mengabstraksikan dan 

mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini 

dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. 

Fungsi reduksi data adalah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan 

membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi 

bias ditarik. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yakni 

menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan. Hal 

ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. 

Penyajian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan hal-hal yang serupa 

menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis. 

3. Menarik Kesimpulan  Atau Verifikasi 

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian 

data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses 

                                                        
59Johni Dimyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 

2013), hal.100 
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penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan 

konsisten saat penelitian dilakukan di lapangan maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berada di Gampong Blang Bladeh, kecamatan Meukek, 

kabupaten Aceh Selatan. Gampong Blang Bladeh adalah bentuk tutorial terkecil 

dari susunan pemerintahan di Aceh. Gampong Blang Bladeh terdiri dari beberapa 

dusun didalamnya yang di pimpin oleh seorang kepala desa yang lazimnya di Aceh 

disebut Keuchik. 

Kehidupan masyarakat di Kecamatan Gampong Blang Bladeh, pada 

umumnya sama dengan kehidupan masyarakat lainnya di Aceh, yaitu penuh dengan 

suasana kekeluargaan dan dengan nilai-nilai sosial yang sangat tinggi. Meskipun 

penuh dengan suasana kekeluargaan dan keakraban, di gampong juga muncul 

berbagai konflik, perselisihan dan sengketa baik dalam keluarga maupun antar 

sesama warga.  

Gampong pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola 

secara otonom tanpa ikatan hirarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. 

Eksekutifnya dipimpin oleh seorang keuchik yang terstruktur dengan aparatur desa. 

Sedangkan legislative dalam tingkat desa disebut dengan Tuha Peut yang 

merupakan perwakilan masyarakat, menampung aspirasi masyarakat. Tuha Peut 

terdiri dari 4 unsur;  

1. Unsur Adat 

2. Unsur Agama 
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3. Unsur Pemuda 

4. Unsur Perempuan. 

Kemudian berbicara mengenai kultur masyarakat, untuk keseluruhan masyarakat di 

Gampong Blang Bladeh 100% islam dan terdiri dari beberapa suku yaitu:  

a. Suku Aneuk Jamee Suku Aneuk Jamee tersebar di sepanjang pesisir Barat-

Selatan Aceh. Dialek yang digunakan suku Aneuk Jamee diperkirakan 

masih merupakan dialek dari bahasa Minangkabau dan menurut cerita, 

mereka memang berasal dari Minangkabau. Bahasa yang digunakan bukan 

bahasa padang lagi tapi bahasa Jamee, mirip tapi tidak persis sama. Dalam 

bahasa Aceh kata “jamee” berarti tamu atau pendatang. Di gampong Blang 

Bladeh suku aneuk jamee tulen bukan merupakan suku mayoritas. 

b. Suku Aceh merupakan suku mayoritas yang terdapat di Aceh Selatan, jika 

ditotalkan sekitar 80% masyarakat gampong Blang Bladeh bersuku Aceh, 

dan selebih berasal dari suku Aneuk Jamee.hal tersebut disampaikan oleh 

Keuchik gampong Blang Bladeh yang dalam wawancaranya mengatakan; 

“Sebagaimana yang dilihat kalau perihal agama semua masyarakat 

yang terdata sebagai penduduk dari gampong kita ini 100% islam. 

Terus untuk sukunya bercampur antara suku Aceh yang menjadi suku 

yang dominan disini (gampong blang Bladeh). Jadi kalau sudah 

bicara aturan gampong sudah jelas akan kita jalankan sesuai dengan 

Syariat Islam yang berlaku.kemudian untuk keadaan masyarakat 

bekerja sebagai petani, membuka usaha dan ada juga yang PNS.”60 

 

Dari data wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa 100% masyarakat gampong 

Blang Bladeh menganut agama Islam.kemudian untuk pekerjaan yang dilakukan 

                                                        
60 Wawancara dengan Keuchik Gampong Blang Bladeh Bapak Taslim pada 20 Mei 2022 
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oleh masyarakat mayoritas pekerjaan masyarakat gampong Blang Bladeh adalah 

menjadi petani, berdagang dan juga menjadi pegawai Negeri Sipil. 

4.2. Sengketa dalam Masyarakat Gampong Blang Bladeh 

Lembaga Tuha Peut memiliki peran menyelesaikan sengketa/konflik yang 

terjadi secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti sengketa antar warga, 

sengketa keluarga, sengketa tanah, dan sebagainya dengan peradilan adat 

Gampong.61 Masyarakat Gampong Blang Bladeh sering menyelesaikan konflik 

tersebut dengan sistem kekeluargaan yaitu melibatkan lembaga adat yang ada di 

Gampong, menurut penuturan dari ketua Tuha Peut jenis jenis konflik yang yang 

terjadi di masyarakat Gampong Blang Bladeh yang penyelesaiannya ada pada 

keterlibatan Tuha Peut yaitu; Konflik Rumah Tangga, Konflik harta warisan, 

Konflik perbatasan: 

“Di Gampong kita (Blang Bladeh) ada banyak sengketa atau konflik 

yang kita selesaikan misalkan: Konflik Rumah Tangga, Konflik harta 

warisan, Konflik perbatasan. Jika memang jenis konflik tersebut bisa 

kita selesaikan dengan cara kekeluargaan pastinya Tuha Peut akan 

mencari jalan damai dalam menyelesaikan masalah ini. tentunya 

dengan tidak merugikan pihak manapun. Dan kami Tuha Peut terbagi 

menjadi beberapa unsur agar sengketa yang terjadi tentunya akan 

dibebankan kepada unsur mana masuk sengketa ini, dengan catatan 

saya selaku Tuha Peut pastinya mengikuti serangkaian penyelesaian. 

Seperti ada pembagian tugas sesuai dengan tupoksi, begitulah kira-

kira.” 62 

Dari data wawancara diatas ketua Peut menjelaskan bahwa memang selama beliau 

menjabat sebagai Tuha Peut banyak terjadinya sengketa yang beragam jenisnya 

seperti; konflik rumah tangga, konflik harta warisan, dan konflik perbatasan. 

                                                        
61 Lihat Pasal 34 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan 

Gampong. 
62 Wawancara dengan Ketua Tuha Peut Gampong Blang Bladeh Syahman pada 22 Mei 

2022 pukul 14.43 WIB 
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Tentunya Tuha Peut Berperan untuk menyelesaikan hal konflik ini dengan asas 

kekeluargaan dan menjadi mediator untuk ikut mendamaikan pihak-pihak yang 

berkonflik dengan catatan berlaku netral dan tidak merugikan pihak manapun. Dan 

pun setiap konflik dipastikan untuk di urus oleh unsur-unsur terkait dengan konflik, 

misalnya konflik rumah tangga maka unsur perempuan menjadi yang terdepan, 

meskipun ketua Tuha Peut tetap ikut serta dalam penyelesaian konflik atau sengketa 

tersebut. Sebagaimana Tuha Peut Perempuan menjelaskan dalam konflik yang 

terjadi di dalam rumah tangga, sebagai berikut penjelasannya: 

So mantong (Siapa saja) yang berumah tangga tentunya berharap 

agar tetap bahagia dalam membangun bahtera rumah tangga yang 

merupakan tujuan dari berumah Tangga itu sendiri. Namun yang 

namanya perselisihan dalam bahtera rumah tangga sudah pasti 

dialami oleh semua pasangan. Maka dari itu kehadiran kami sebagai 

orang yang dituakan disini kalau misal ada kejadian-kejadian dalam 

rumah tangga, maka peran Tuha Peut selaku orang tua saya sebagai 

orang ketiga yang menengahkan suatu sengketa atau perkara yang 

terjadi di tingkat gampong.63 

Sebagaimana ketua Tuha Peut unsur perempuan yang disampaikan dalam 

wawancara di atas. Dalam berumah tangga, semua orang berharap agar tetap bisa 

bahagia dan tidak memiliki masalah. Keluarga harmonis adalah salah satu tujuan 

pernikahan dalam Islam. Namun terkadang sebagai seorang manusia, kita tidak 

luput dari kesalahan. Kesalahan yang dilakukan dalam keluarga bisa memicu 

terjadinya konflik dalam keluarga dan ini bisa berakibat fatal terutama jika 

dibiarkan berlarut-larut bahkan bisa mengakibatkan hancurnya rumah tangga dan 

keluarga. Tuha Peut berperan secara langsung dalam menyelesaikan konflik yang 

terjadi dalam rumah tangga. 

                                                        
63 Wawancara dengan Tuha Peut Unsur Perempuan Tuha Peut  Ibuk juniarmi 21 Mei 2022 
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Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Tuha Peut berperan sebagai 

mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Misalnya memediasi suami 

istri yang terindikasi melakukan konflik dalam rumah tangga baik kekerasan 

rumah tangga maupun kasus-kasus perselisihan lainnya antara suami dengan istri, 

orang tua dengan anak dan kasus rumah tangga lainnya. 

Selain dari konflik keluarga ada pula Konflik harta warisan merupakan 

konflik yang sangat sering terjadi dalam masyarakat gampong Blang Bladeh, 

konflik ini muncul karena ada pihak keluarga merasa tidak mendapatkan keadilan 

dalam pembagian harta warisan sehingga terjadi gugatan di kemudian hari. Untuk 

itu, Tuha Peut sangat berperan dalam menyelesaikan konflik- konflik harta warisan 

yang terjadi dalam masyarakat. Tuha Peut di gampong ini memiliki peran yang 

sangat signifikan dalam menyelesaikan konflik-konflik harta warisan. Misalnya 

kami memediasi sengketa warisan dalam masyarakat, mendamaikan pihak-pihak 

yang bersengketa harta warisan antar ahli waris. 

Kalau sudah bicara harta Adoe Ngen Aduen Bisa di mepake, meunan 

lah Bahasa jih. (Kalau sudah bicara harta, adik abang bisa berkelahi, 

begitulah bahasanya). Selama saya menjadi anggota Tuha Peut di 

gampong ini, kasus yang paling sering terjadi adalah sengketa antara 

keluarga yang berkaitan dengan faraidh. Kasus faraidh biasanya 

muncul atau terjadi ketika orang tua mereka meninggal dunia, 

sehingga terjadi saling gugat harta warisan atau jatah yang telah 

diberikan oleh orang tua mereka. Dalam hal ini kami sangat dituntut 

untuk menengahi. Peran Tuha Peut Gampong Kita adalah 

menjelaskan dan memediasi antara yang berselisih. Kita sudah jelas 

punya reusam dalam pembagian harta dan juga punya hukum negara. 

Memang kalau sudah satu keluarga apalagi ada beberapa ya pastinya 

ada yang keras kepala dan ingin menang sendiri. Tapi kan ada aturan 
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yang tertulis kalaupun ada yang tidak mengerti Tuha Peut akan 

memberikan penjelasan demi terselesaikan sengketa warisan ini.64 

Sebagaimana data Wawancara Di atas bahwa Tuha Peut sudah berperan dalam 

menyelesaikan Sengketa Harta Warisan yang kerap kali terjadi di gampong Blang 

Bladeh. Tuha Peut sebagai pihak yang dituakan berfungsi untuk memediasi pihak-

pihak yang bersengketa harta warisan.  

Kemudian Konflik lainnya yang terjadi adalah perbatasan wilayah gampong 

merupakan kasus yang sangat sulit dihindari dalam masyarakat. Konflik perbatasan 

yang baru-baru ini adalah mengenai tapal batas tanah masyarakat. Biasanya dalam 

pemasangan batas setiap tanah kerapkali saling bersinggungan antar warga. Pada 

tahun 2021 sengketa batas tanah terjadi antara Blang Bladeh yang berlokasi di 

Gampong Blang Baro. 

“Kami memediasi atau mempertemukan warga yang berselisih 

berbagai jenis tapal batas, baik batas kepemilikan sawah maupun 

batas-batas lainnya dalam lembaga adat, dengan harapan mereka 

dapat berdamai dan kembali hidup berdampingan. Demikian juga 

dengan kasus tapal batas dengan gampong kuta buloh, kami kasus 

tersebut sudah selesai dan kami harap tidak ada lagi konflik antara 

Kami berperan dalam menyelesaikan konflik baik konflik dalam 

Gampong maupun konflik antara warga Gampong kami dengan 

Gampong lain. Peran kami merangkul dan menyelesaikan konflik 

tersebut seadil mungkin sehingga masyarakat yang berkonflik sama-

sama merasa mendapat keadilan dan dapat berdamai.”65 

Pernyataan di atas, mengindikasikan bahwa Tuha Peut mendamaikan pihak- 

pihak yang berperkara dalam masyarakat sehingga tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan dan jauh dari kesan menang kalah sebagaimana sidang-sidang pada 

                                                        
64 Wawancara dengan Ketua Tuha Peut Gampong Blang Bladeh Syahman pada 22 Mei 

2022 pukul 14.43 WIB 
65 Wawancara dengan Ketua Tuha Peut Gampong Blang Bladeh Syahman pada 22 Mei 

2022 pukul 14.43 WIB 
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hukum positif. Peran Tuha Peut sangat penting dalam menyelesaikan konflik-

konflik batas wilayah yang terjadi dalam masyarakat, dan juga mengikis benih-

benih konflik yang mungkin terjadi sekaligus mendamaikan masyarakat yang 

berkonflik. Pada dasarnya peran Tuha Peut dalam menyelesaikan konflik dalam 

masyarakat sangat penting, jika diibaratkan dengan hukum positif Tuha Peut 

seperti hakim yang memutuskan penyelesaian konflik dalam masyarakat dengan 

seadil mungkin. 

Dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, kami sebagai Tuha Peut 

mengumpulkan berbagai fakta-fakta sehingga dalam memutuskan jalan keluar 

terhadap konflik, masyarakat tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian pihak 

Tuha Peut juga mengajak semua elemen termasuk Teungku Gampong dalam 

menyelesaikan perkara yang memang membutuhkan saran dan masukan dari 

teungku Gampong, misalnya perihal pelanggaran keagamaan. Hal tersebut 

disampaikan oleh Teungku Imum Gampong Blang Bladeh sebagai berikut kepada 

peneliti: 

Tuha Peut cukup terbuka bersama masyarakat, hal itu saya rasakan 

selama saya dipercayakan sebagai Teungku Imum masjid disini bila 

ada pelanggaran, pembuatan aturan, membuat acara pastinya Tuha 

Peut menghubungi saya, kalau tidak ketua sendiri kadang sedang 

berhalangan ada perwakilan Tuha Peut yang datang. Kadang kadang 

kalau saya sedang tidak dirumah beliau datang ke ladang saya. Itu 

sebuah penghargaan untuk saya selaku masyarakat.66 

Wawancara dengan Teungku imum menjelaskan bahwa Peran dari Tuha Peut 

Gampong Blang Bladeh sejauh penelitian ini dilakukan sudah sangat berperan dan 

                                                        
66 Wawancara dengan TGK. Imum Mesjid Gampong Blang Bladeh Bapak Tgk. Hamdan 

pada 25 Mei 2022 
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dirasakan adanya oleh masyarakat semua kalangan. Karena tidak hanya dalam 

menyelesaikan konflik hampir semua hal yang dilakukan oleh Tuha Peut selalu 

saja melibat masyarakat. 

Di gampong Blang Bladeh setiap tahun Tuha Peut menyelesaikan sengketa 

yang beragam sebagaimana keterangan dari responden diatas. Maka untuk lebih 

detail melihat jenis dari sengketa yang terjadi dan juga jenis sengketa apakah yang 

paling sering terjadi di gampong Blang bladeh, kecamatan meukek, kabupaten 

Aceh selatan maka perhatikan grafik dibawah ini: 

 

 

Dari grafik di atas menjelaskan bahwa  dalam tahun 2021 sengketa yang 

paling sering terjadi di gampong Blang Bladeh, kecamatan Meukek, kabupaten 

Aceh Selatan adalah sengketa harta warisan, sengketa ini terjadi antara ahli waris 

mengenai jumlah harta warisan. Namun sengketa ini terselesaikan dengan cara 

kekeluargaan sesuai dengan reusam yang ada di gampong Blang Bladeh kecamatan 

Meukek Aceh selatan. Paling sulit diselesaikan adalah sengketa wilayah yang 

terjadi di perbatasan gampong yang dalam penyelesaiannya butuh waktu lama 

3

5

2

konflik yang paing sering terjadi 2021

sengketa rumah Tangga

sengketa Harta Warisan

Sengketa Wilayah
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karena dalam penyelesaiaan ini harus melibatkan kedua pemerintahan gampong. 

Sebagaimana keterangan dari responden yang peneliti mewawancarai: 

“Yang sulit diselesaikan dari beberapa sengketa yang pernah saya 

alami selama menjadi Tuha Peut kemarin 2021 entah bulan januari 

atau februari saya kurang ingat yang pasti awal tahun. Terjadi 

sengketa lahan antara warga gampong kita dengan gampong 

tetangga. Tanah tersebut berada di wilayah gampong Blang teungoh 

tapi pemiliknya orang Gampong kita. Masalahnya dalam 

pemasangan patok batas. Jadi kedua belah pihak Tuha Peut dari 

gampong kita dan gampong Blang teungoh kami duduk dulu mencari 

solusi dan mediasi kedua pihak yang bersengketa. Alhamdulillah 

sudah selesai dengan kekeluargaan dan batas tanah sudah 

dipasang.”67 

Dari berbagai penjelasan responden di atas mengindikasikan bahwa Tuha 

Peut memiliki peran yang sangat besar dalam menyelesaikan konflik yang terjadi 

dalam masyarakat Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Aceh Selatan. 

Karena memang peran dari Tuha Peut dalam masyarakat sangat vital sebagai 

lembaga yang menampung aspirasi masyarakat, lembaga pengawas pemerintahan 

desa, dan juga sebagai lembaga peradilan di suatu masyarakat desa. Hal tersebut 

juga berlaku untuk gampong Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Aceh 

Selatan. 

4.3. Peran Tuha Peut. 

Setiap lembaga yang dibentuk tentunya memiliki peran tugas, dan fungsi 

yang memang harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku secara mengikat. 

Demikian juga dengan Lembaga Tuha Peut memiliki otoritas menyelesaikan 

sengketa/konflik yang terjadi secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti 

                                                        
67 Wawancara dengan Ketua Tuha Peut Gampong Blang Bladeh Syahman pada 22 Mei 

2022 pukul 14.43 WIB 
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sengketa antar warga, sengketa keluarga, sengketa tanah, dan sebagainya dengan 

peradilan adat Gampong.68 Masyarakat di Gampong Blang Bladeh kecamatan 

Meukek Kabupaten Aceh Selatan sebagian besarnya masih sering menggunakan 

lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Hasil wawancara dengan 

Tuha Peut berikut menggambarkan yang menjadi tugas Tuha Peut dalam gampong: 

“Tuha peut mempunyai peran dan tugas yang cukup banyak dalam 

kehidupan bermasyarakat di suatu gampong, termasuk gampong kita 

Gampong Blang Bladeh ini, diantaranya: 

1. Tuha Peut bertugas membentuk panitia pemilihan keuchik, 

menetapkan calon terpilih geuchik, dan mengusulkan 

pemberhentian keuchik. 

2. Menyusun reusam (peraturan) gampong bersama geuchik, 

menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong bersama 

geuchik. 

3. Memberikan persetujuan kerjasama antar gampong atau dengan 

pihak ketiga, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada 

geuchik. 

4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (peraturan) 

dan keputusan keuchik, dan menampung dan menindaklanjuti 

aspirasi masyarakat. 

5. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan 

dan penghapusan gampong, dan Memberikan persetujuan tertulis 

mengenai penetapan perangkat gampong. 

6. Mengusulkan penjabat keuchik, dan melaksanakan tugas lain 

berdasarkan peraturan perundang- undangan.”69 

Dari data wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Tuha Peut Memiliki peran 

yang sangat besar dalam masyarakat di dalam pemerintahan Gampong. Tuha Peut 

merupakan Perwakilan Suara masyarakat. Selain itu juga merupakan mitra dari 

kerja pemerintah yang dalam hal ini adalah Keuchik Sebagai legislatif di tingkat 

Gampong. 

                                                        
68 Taqwaddin, 2009, Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya 

pada Masyarakat Aceh, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada ToT Penguatan Kapasitas 

Tokoh Adat, dilaksanakan oleh ACE – MAA, Banda Aceh  diAkses pada 26 Mei 2022. 
69 Wawancara dengan Ketua Tuha Peut Gampong Blang Bladeh Syahman pada 22 Mei 

2022 pukul 14.43 WIB 
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Setiap gampong tentunya memiliki reusam sebagai aturan yang sah yang 

berlaku di gampong tersebut. Meskipun gampong telah ada reusam gampong dalam 

menyelesaikan konflik pada masyarakat, namun perlu diketahui yang menyusun 

reusam tersebut adalah lembaga Tuha Peut gampong yang kemudian diajukan 

kepada Keuchik dan Tuha Peut memastikan reusam tersebut berlaku pada setiap 

orang ketika melanggar reusam yang telah di atur. Hal ini disampaikan oleh ketua 

Tuha Peut Gampong Blang Bladeh sebagai berikut: 

“Semua gampong punya reusam yang menjadi aturan baku yang 

berlaku di suatu gampong, demikian juga gampong kita, dan 

kemungkinan dalam tahun 2022 ini kami sudah berkomunikasi dengan 

keuchik bahwa kita akan menyusun qanun gampong. Reusam adalah 

peraturan gampong yang disusun oleh lembaga adat gampong untuk 

ditaati oleh seluruh warga gampong tersebut. Dan dalam pembuatan 

reusam itu adalah besar merupakan tugas Tuha Peut yang terbagi 

menjadi 4 unsur seperti yang kita ketahui: unsur agama, unsur adat, 

unsur perempuan dan unsur cerdik panda atau kepemudaan. Setelah 

terbentuknya reusam maka Tuha Peut bertugas untuk memastikan 

bahwa reusam tersebut berjalan sesuai di masyarakat.”70 

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan Kehadiran Tuha Peut dalam 

menyelesaikan konflik yaitu memastikan reusam yang telah ada berjalan dengan 

baik terutama dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Dan 

pada tahun 2022 ini sudah diagendakan untuk pembuatan atau melakukan revisi 

reusam reusam yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat gampong 

blang Bladeh.  

Peran yang dilakukan oleh Tuha Peut dalam penyelesaian sengketa juga 

sudah dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat merasakan bahwa dalam 

                                                        
70 Wawancara dengan Ketua Tuha Peut Gampong Blang Bladeh Syahman pada 22 Mei 

2022 pukul 14.43 WIB 
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penyelesaian kasus yang terjadi Tuha Peut adil dalam mengambil keputusan 

sehingga tidak merugikan satu pihak saja dan dengan ini tujuan perdamaian juga 

dapat dicapai secara bersama-sama. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu 

kelompok muda gampong Blang Bladeh yang mengatakan: 

“Ayah Geutanyoe yang na bak Tuha Peut wate geu peuglah masalah 

memang hana memihak. Nyo salah tetap salah hana pike aneuk 

sonyan. Bisa takalen kiban Tgk. Hamdan tegas dalam cok keputusan. 

Lon selaku aneuk muda puas dengen kinerja gopnyan, bahkan lon 

rasakan lon yang mantong mahasiswa tetap geu libatkan le gopnyan 

dalam kegiatan lage bak puasa baro. Beliau juga menerima saran 

dari so mantong Tuha Muda, asal saran lagak jet pakek pasti 

teupakek. 

(Orangtua kita yang ada di lembaga Tuha Peut saat menyelesaikan 

masalah tidak memihak. Kalau sudah salah tidak peduli anak siapa. 

Seperti yang kita lihat Tgk. Hamdan tegas dalam mengambik 

kesimpulan saya selaku anak muda puas dengan kinerja beliau. Saya 

saja yang statusnya mahasiswa tetap beliau libatkan dalam kegiatan 

seperti puasa kemarin. Beliau juga menerima saran dari siapa saja 

Tua maupun muda, asal saran bagus pasti akan digunakan.)71 

Peran Tuha Peut Gampong Blang Bladeh Kecamatan Blang Bladeh, Kabupaten 

Aceh Selatan dirasakan hampir oleh semua elemen, sebagaimana keterangan 

wawancara di atas masyarakat muda merasakan peran dari Tuha Peut dalam 

berbagai bidang tidak hanya dalam bidang sengketa saja. Tentu ini menjadi nilai 

tambah yang mana Tuha Peut mampu menjadi representasi masyarakat ditingkat 

desa dan semua kelompok umur merasakan hal ini. 

 Selama penelitian ini berlangsung peneliti menemukan bahwa Tuha Peut di 

Gampong Blang Bladeh sudah menunjukkan perannya dalam menyelesaikan 

                                                        
71 Wawancara dengan masyarakat Muda Gampong Blang Bladeh Fatahul yasir pada 28 

Mei 2022 pukul 13.30 WIB  
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sengketa. Misalnya sengketa rumah tangga, harta warisan dan sengketa batas 

wilayah. 

4.4. kendala Tuha Peut  

Dalam proses menyelesaikan konflik, bukan berarti pihak Tuha Peut 

Gampong Blang Bladeh tidak mengalami kendala atau berjalan dengan mulus, 

sangat banyak kendala yang dihadapi. Hal ini ditengarai oleh berbagai alasan baik 

itu kepentingan masyarakat maupun benturan eksternal itu sendiri dan juga tingkat 

kepatuhan masyarakat gampong yang masih tergolong rendah di gampong Blang 

Bladeh Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian ditambah dengan 

kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan putusan Tuha Peut. Berikut ini 

keterangan dari pihak Tuha Peut yang berhasil peneliti mewawancarai: 

“Seperti yang kita ketahui dalam masyarakat kita tidak semuanya 

sengketa yang terjadi itu dapat diselesaikan oleh Tuha Peut ada juga 

beberapa kasus dari sengketa ini tidak diselesaikan oleh kami.  

Seperti kasus tindak pidana atau contoh lainnya misalnya pencurian 

besar, narkoba, terjadinya pemukulan yang dilaporkan ke pihak 

berwajib kepolisian dan juga beberapa kasus non adat. Walaupun 

terjadinya di dalam Gampong kita tidak keseluruhan sengketa yang 

terjadi kami selesaikan sebagai tahap kebanyakan konflik atau 

sengketa yang kami selesaikan sebagai Tuha Peut itu hanya bersifat 

pelanggaran adat pelanggaran hukum Gampong pencurian ringan 

konflik dalam rumah tangga dan juga masalah-masalah sengketa dan 

harta waris yang kerap kali terjadi di masyarakat kita.”72 

 

Sebagaimana hasil wawancara di atas bahwa dalam menjalankan tugas 

menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang terjadi di masyarakat Gampong 

Blang Bladeh Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan Tuha Peut juga 

mengalami kendala. Antaranya kendala ada ketidakpatuhan masyarakat terhadap 

                                                        
72 Wawancara dengan Ketua Tuha Peut Gampong Blang Bladeh Syahman pada 22 Mei 

2022 pukul 14.43 WIB 
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peraturan Gampong. Perlu ketahui bahwa tidak semua sengketa diselesaikan oleh 

Tuha Peut. Karena yang diselesaikan oleh Tuha Peut adalah jenis sengketa terutama 

yang berhubungan dengan adat istiadat yang berlaku. Penyelesaian permasalahan 

hukum yang boleh diselesaikan di gampong, meliputi sengketa atau perselisihan. 

Istilah sengketa merujuk ke kasus perdata, sedangkan istilah perselisihan merujuk 

ke kasus pidana. 

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa konflik yang diselesaikan 

melalui Tuha Peut atau lembaga adat gampong adalah sengketa atau perselisihan. 

Sedangkan diluar kasus tersebut Tuha Peut tidak bisa diselesaikan melalui lembaga 

Tuha Peut. Dalam menyelesaikan konflik Tuha Peut biasanya terbentur dengan 

pemerintah gampong, seperti keuchik, sekgam, dan juga kepala-kepala dusun. Cara 

Tuha Peut agar tidak terjadi tumpang tindih penyelesaian konflik dengan aparat 

penegak hukum. 

Selain hukum adat/reusam, dalam masyarakat juga berlaku hukum nasional, 

tentunya ini menjadi pertanyaan apakah Tuha Peut terkendala dengan hukum 

nasional dalam menyelesaikan konflik. Menurut Tuha Peut bidang adat 

mengatakan bahwa: 

“Sebenarnya dalam menyelesaikan perselisihan di masyarakat kami 

sebagai Tuha Peut tidak mengalami kendala terhadap pemberlakuan 

hukum positif negara ini.Tetapi kita mendapati bahwa ada beberapa 

masyarakat yang ketika sengketa perselisihannya diselesaikan oleh 

Tuha Peut di lembaga adat Gampong namun tidak puas dengan 

hasilnya. Maka mereka dilanjutkan ke komposisitif yang pada 

dasarnya Tuha Peut dalam lembaga adat menginginkan bahwa setiap 

perselisihan sengketa ini diselesaikan dengan perdamaian kalau 

memang sudah sampai pada hukum positifkan sudah beda kasusnya 

sudah berujung pada kalah atau menang. Kalau memang bertanya 

kepada kami, inikan beda tujuannya kalau kami Tuha Peut tujuannya 
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untuk mendamaikan agar konflik yang terjadi dalam masyarakat bisa 

diselesaikan tanpa ada yang merasa dirugikan atau kalah. Sedangkan 

perkara hukum positif tentang menang kalah itu saja sebenarnya.”73 

Dari hasil wawancara di atas, Tuha Peut terlihat mengalami kendala dalam hal 

tumpang tindih penyelesaian konflik yang diakui oleh Tuha Peut karena pihak yang 

bersengketa melanjutkan kasus tersebut ke polisi atau ke pihak kecamatan. Hal 

inilah yang menjadi kendala karena sanksi yang telah diputuskan batal dieksekusi 

karena menunggu keputusan pada ranah hukum lainnya. Harapan untuk 

mendamaikan menjadi sirna, bilamana sengketa diselesaikan dengan hukum positif 

maka hanya akan ada menang dan kalah. 

Faktor-faktor yang sering menjadi kendala bagi Tuha Peut dalam 

menyelesaikan konflik dalam masyarakat dapat dilihat dari hasil wawancara 

berikut. Banyak faktor yang menjadi kendala dalam menyelesaikan konflik, 

misalnya faktor kesediaan yang bersengketa atau berselisih paham untuk berdamai, 

kesediaan membayar sanksi adat dan lain sebagainya. 

Kendala mendasar sebenarnya terletak pada eksekusi keputusan, misalnya 

kewajiban membayar denda bagi pihak yang dinyatakan bersalah dan juga 

kepentingan-kepentingan pejabat pemerintah gampong yang terkadang terlalu ikut 

campur dalam keputusan yang diambil. 

Banyak faktor yang menjadi penghambat, diantaranya susahnya menggali 

bukti siapa yang bersalah atas perselisihan dan sengketa yang terjadi. Faktor lainnya 

karena keterbatasan dari internal Tuha Peut sendiri yang terkadang tidak mampu 

                                                        
73 Wawancara dengan Ketua Tuha Peut Gampong Blang Bladeh Syahman pada 22 Mei 

2022 pukul 14.43 WIB 
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mengambil keputusan yang tepat sehingga muncul permasalahan baru. Selain itu 

juga terkendala dengan hukum positif dimana para yang bersengketa atau berselisih 

memilih menyelesaikan kasus mereka melalui jalur hukum positif. 

Selain itu yang menjadi tantangan Tuha Peut adalah keterbatasan 

sumberdaya dari Tuha Peut itu sendiri. Di desa sulit untuk mencari sumber daya 

manusia (SDM) yang memang mampu menguasai bidang-bidang dalam aturan 

ataupun reusam. Dan yang menjadi kendala juga kerjasama yang bersengketa yang 

kadangkala tidak mau membayar denda, dan menaati sanksi Sebagaimana dalam 

wawancara Tuha Peut bidang pemuda mengatakan: 

“Coba lihat di Gampong kita, pemuda pemuda yang punya kapasitas 

dan kualitas sekarang sedang tidak disini. Kebanyakan sedang kuliah 

S1 maupun S2 di luar daerah. Sudah orangnya sedikit jadi susah kita 

cari tenaga yang berkompeten, kalaupun ada mereka kan susah untuk 

diajak bekerja di pemerintahan Gampong karena memang bisa 

bekerja di kantor kantor kabupaten ya tentunya gajinya lebih besar. 

itu tentu menjadi kendala sebenarnya dalam menyelesaikan sengketa 

apalagi yang spesifik dan yang mengalami sengketa tidak menerima 

putusan dari gampong memilih jalur hukum. Kalau begitu tujuan atau 

putusan mendamaikan jadi gagal atau tidak berarti.”74 

Dari hasil wawancara di atas, mengindikasikan bahwa faktor yang menjadi kendala 

dalam menyelesaikan konflik diantaranya adalah ketersediaan sumberdaya manusia 

yang kurang,  kesediaan yang bersengketa atau berselisih paham untuk berdamai, 

kesediaan membayar sanksi adat, keterbatasan Tuha Peut dan juga benturan dengan 

hukum positif. 

Benturan dengan hukum positif yang dimaksud adalah ketika pihak yang 

bersengketa tidak mau menyelesaikan perselisihannya dengan hukum kekeluargaan 

                                                        
74 Wawancara dengan Tuha Peut  Unsur Kepemudaan/cerdik pandai Gampong Blang 

Bladeh M. Alamsyahputra pada 25 Mei 2022  
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atau hukum damai sesuai adat yang berlaku yang perselisihan diselesaikan di 

tingkat gampong dengan melibatkan Tuha Peut sebagai mediator. Tetapi memilih 

jalur hukum positif yang nantinya tentu tidak lagi berbicara tentang damai tetapi 

sudah berbicara tentang pihak pertama dan pihak kedua dan juga tentang menang 

atau kalah perkara. Bilamana masyarakat memilih untuk menggunakan hukum 

positif, maka tujuan masyarakat adat di gampong Blang Bladeh Kecamatan 

Meukek, kabupaten Aceh Selatan tidak akan tercapai pada tujuan perdamaian 

dengan tidak saling menyalahkan.  

Melanjutkan mengatasi kendala yang dihadapi Tuha Peut melakukan 

berbagai upaya, diantaranya adalah dengan melakukan kerjasama dengan semua 

pihak untuk memastikan keputusan yang diambil dipatuhi oleh yang bersengketa. 

Mengatasi kendala yang ada, misalnya pihak yang bersengketa tidak mau 

membayar denda atau sanksi maka Tuha Peut bersama perangkat gampong 

menegur dan bahkan mengucilkan yang bersangkutan sebagai sanksi sosial: 

“Kami sebagai pengambil keputusan atas permasalahan yang 

dihadapi berusaha mencari bukti seakurat mungkin sehingga tidak 

ada yang dirugikan sehingga kedua belah pihak berdamai atas 

sengketa atau perselisihan yang mereka hadapi. Kami melakukan 

koordinasi dengan pihak kecamatan dan kepolisian bahwa sengketa 

atau perselisihan tersebut diselesaikan dengan cara hukum adat 

sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan kepolisian dalam hal 

penegakan hukum.75 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa Tuha Peut 

melakukan berbagai hal dalam mengatasi kendala yang dihadapi, diantaranya 

dengan melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga lainnya sehingga kendala 

                                                        
75 Wawancara dengan Tuha Peut  Unsur Kepemudaan/cerdik pandai Gampong Blang 

Bladeh M. Alamsyahputra pada 25 Mei 2022 



 

57 

 

tersebut dapat teratasi dengan baik, sehingga rasa kekeluargaan dalam 

menyelesaikan konflik dapat terwujud. Bagi masyarakat adat gampong, 

kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam musyawarah peradilan adat 

gampong. Ketika persoalan dan peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat, selalu 

diupayakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip 

keikhlasan antar sesama mereka dan Tuha Peut dituntut untuk mampu menjadi 

pengadil yang netral dalam mengambil keputusan mediasi sehingga tidak ada pihak 

yang merasa dirugikan. 

4.5. Strategi Tuha Peut 

Permasalahan atau sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. 

Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan 

termasuk dalam pemerintahan desa. Perbedaan pendapat, benturan kepentingan, 

hingga rasa takut dirugikan kerap menjadi sebab permasalahan atau sengketa 

tersebut terjadi. Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian 

sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan 

oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak 

ketiga yang netral.76 

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan 

antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri 

dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). 

Peran Tuha Peut adalah penyelesaian sengketa Non litigasi (Luar pengadilan). 

                                                        
76 Kemenkeu.Upaya Penyelesaian Sengketa. Di akses 3 juni 2022 
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Tentunya dalam menyelesaikan suatu sengketa dibutuhkan Strategi untuk 

memudahkan menyelesaikannya. Strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci 

yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada hasil dari 

penyelesaian sengketa yang dalam hal ini adalah sengketa di masyarakat gampong. 

Sengketa di masyarakat gampong kerap kali diselesaikan oleh lembaga 

Permusyawaratan Rakyat yang lebih kita kenal di aceh dengan sebutan Tuha Peut. 

Tuha Peut merupakan lembaga gampong yang hampir menyerupai peran 

legislatif di tingkat gampong gampong. Sedangkan untuk eksekutif merupakan 

unsur dari keuchik dan perangkat Imeum Meunasah. Unsur-unsur Tuha Peut terdiri 

dari masyarakat gampong yang dipilih oleh masyarakat gampong itu sendiri secara 

musyawarah dan mufakat77 

Tuha Peut sebagai lembaga pengawasan di tingkat gampong menjadi 

lembaga strategis, terutama di era global seperti sekarang. Pesatnya perkembangan 

desa, agar pendidikan dan pembangunan desa merata maka peran Tuha Peut harus 

dioptimalkan. Tuha Peut gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan 

gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong sering disebut 

legislatif gampong. Sedangkan lembaga eksekutif gampong yang terdiri dari 

keuchik gampong, Tgk Imum Meunasah, dan perangkat gampong. Aturan-aturan, 

petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat 

persetujuan Tuha Peut gampong disebut qanun dan reusam gampong.78 

                                                        
77 Istilah tuha peut hanya ada di Aceh, untuk desa di luar Provinsi Aceh Istilah Tuha Peut 

lebih dikenal dengan sebutan Badan Permusyawaratan Desa. 
78 Reusam atau nama lain adalah petunjuk-petunjuk adat istiadat yang berlaku di dalam 

masyarakat. Lihat Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat 

Istiadat. 
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Hampir di semua masyarakat Gampong terjadi sengketa atau konflik 

tentunya membutuhkan penyelesaian agar tidak berkepanjangan. Dalam 

penyelesaian konflik atau sengketa di tingkat gampong tentunya memiliki struktur 

nya yang bertingkat dimulai dari penyelesaian di tingkat dusun. Hal tersebut 

disampaikan oleh ketua Tuha Peut dalam wawancara yang mengatakan: 

“Penyelesaian sengketa yang ada di Gampong Blang Bladeh 

bertingkat, pertama tingkat kadus, kadus yang akan coba 

menyelesaikan sengketa dalam jenis apapun itu. Ketika kadus tidak 

mampu atau tidak sanggup diselesaikan maka dilimpahkan kepada 

Geuchik. Maka keuchik berkoordinasi dengan Tuha Peut. Nanti baru 

kita lihat ketua Tuha Peut akan lihat ini sengketa ke bidang mana. 

Apakah itu kepemudaan, agama, adat, hukum supaya jalurnya jelas. 

Jadi tidak langsung ke Tuha Peut tapi selesaikan dulu dengan tingkat 

terkecil.”79 

 

Dari data wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian sengketa 

di gampong Blang Bladeh Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Maka 

akan dimulai dengan pemerintahan terkecil terlebih dahulu yaitu kepala dusun. Jika 

memang kepala dusun tidak sanggup menangani maka baru dilimpahkan kepada 

Tuha Peut yang akan berkoordinasi dengan pemerintahan Gampong. Dengan 

demikian dapat kita telaah bahwa penyelesaian sengketa di gampong Blang Bladeh 

sudah memiliki sistem administrasi yang baik.  

Menelaah keseluruhan dari keterangan informan yang sudah peneliti 

mewawancarai selama proses penelitian maka dapat ditarik benang merah 

bahwasanya keberadaan Tuha Peut di Gampong Blang Bladeh Kecamatan Meukek, 

Kabupaten Aceh Selatan telah berjalan sesuai dengan fungsinya terkhusus dalam 

                                                        
79 Wawancara dengan Ketua Tuha Peut Gampong Blang Bladeh Syahman pada 22 Mei 

2022 pukul 14.43 WIB 
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menangani kasus atau sengketa yang terjadi di Gampong Blang Bladeh kecamatan 

Meukek Kabupaten Aceh Selatan. 

Masyarakat sudah merasakan baik itu peran atau pun keberadaan dari badan 

permusyawaratan Gampong atau di Aceh lebih kita kenal dengan sebutan Tuha 

Peut. Dari keterangan para informan pula kita dapatkan hasil bahwasanya dalam 

penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Tuha Peut selalu saja berkoordinasi 

dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintahan Gampong yang dalam hal ini 

adalah Keuchik dan jajarannya. Maupun dengan pihak-pihak berwajib seperti 

kepolisian ataupun pengadilan.  

Namun dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di Gampong Blang 

Bladeh kecamatan Meukek Aceh Selatan memang masih ditemui beberapa 

hambatan sebagaimana telah disampaikan dalam penjelasan di atas. Namun secara 

menyeluruh Tuha Peut Gampong Blang Bladeh telah menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di gampong tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Sebagaimana sebuah penelitian yang sudah dijabarkan diatas tentunya 

memiliki intisari atau kesimpulan dari pembahasan. Penelitian di atas dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tuha Peut Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh 

Selatan sudah berperan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di 

masyarakat. Sengketa yang diselesaikan diluar pidana seperti; Sengketa 

Rumah Tangga, Sengketa harta warisan, sengketa wilayah. Sedangkan 

pidana diselesaikan oleh kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku. 

2. Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di Gampong Blang Bladeh, 

Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Tuha Peut mengalami 

kendala pada masih adanya masyarakat yang tidak mematuhi aturan Qanun 

maupun reusam Gampong yang sudah berlaku di masyarakat. Pihak-pihak 

yang tidak menerima keputusan dari Tuha Peut terhadap sengketa, sehingga 

membawa sengketa tersebut ke ranah hukum seperti ke kepolisian atau ke 

pengadilan. 

3. Penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan oleh Tuha Peut Gampong 

Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, yang  

tentunya berkat keterlibatan semua pihak, keuchik gampong, Teungku 

Imum, Kepala Pemuda dan juga masyarakat. 
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5.2.Saran 

Rekomendasi ini dibuat berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Tuha 

Peut Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Gampong Blang Bladeh, 

Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Rekomendasi berisikan anjuran-

anjuran kepada beberapa pihak sebagai berikut: 

1. Kepada Tuha Peut Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten 

Aceh Selatan 

Sejauh penelitian ini berlangsung Tuha Peut Gampong Blang Bladeh, 

Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan sudah sangat berkontribusi dalam 

menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing masing terkhusus dalam hal 

menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Tentunya hal ini harus di 

tingkat dikemudian hari untuk tujuan lebih baik. Tuha Peut diharapkan dalam 

mengambil setiap keputusan pada saat penyelesaian sengketa untuk berlaku adil 

dan tidak bertindak yang dapat merugikan satu pihak dan menguntungkan satu 

pihak. Sehingga hal ini tentunya akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga Tuha Peut berkurang. 

2. Kepada masyarakat Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten 

Aceh Selatan.  

Masyarakat gampong Blang Bladeh kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh 

sudah ikut serta menjadi mitra dari Tuha Peut dalam menjalankan tugas. Meskipun 

ada masyarakat yang masih belum menaati aturan yang telah dibuat berdasarkan 

kesepakatan bersama, seperti halnya perihal sanksi yang masih ada masyarakat 

yang tidak mau membayarnya. Jika ini bisa diperbaiki maka dikemudian hari tidak 
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ada lagi pemberian sanksi sosial sesama masyarakat yang berakibat pada 

pengucilan. 

Lembaga Tuha Peut tidak akan mungkin bisa menjalankan fungsinya 

sebagai legislatif dan juga lembaga peradilan gampong jika tidak di bantu oleh 

masyarakat. Kemudian dukungan yang diberikan oleh masyarakat tentunya sangat 

berarti bagi lembaga Tuha Peut pada saat menjalankan tugasnya di dalam gampong 

Blang Bladeh kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh selatan kedepannya. 
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2. PERTANYAAN PENELITIAN 

● Pertanyaan penelitian untuk Tuha Peut Gampong Blang Bladeh 

No Pertanyaan Penelitian 

1.  Sudah berapa lama bapak/ibu di angkat sebagai Tuha Peut Gampong 

Blang Bladeh? 

2.  Apa saja yang menjadi tugas dan fungsi Tuha Peut Gampong? 

3.  Selama bapak/ibu menjadi Tuha Peut apakah pernah terjadi 

sengketa/konflik atau semacamnya? 

4.  Bolehkah bapak/ibu menjelaskan mengenai bentuk-bentuk sengketa 

yang terjadi di Masyarakat Gampong Blang Bladeh? 

5.  Berdasarkan pengalaman bapak/ibu hal apa yang mendasari 

terjadinya sengketa? 

6.  Apa saja kriteria sengketa yang penyelesaiannya melalui Tuha Peut 

Gampong? 

7.  Setiap gampong sudah memiliki Reusam Gampong Masing-masing, 

lalu dimana letak peranan Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa 

dalam masyarakat? 

8.  Bagaimana keterlibatan Tuha Peut dalam merancang dan 

merumuskan Reusam Gampong? 

9.  Apakah sengketa dalam masyarakat, dapat diselesaikan semua oleh 

Tuha Peut? Jika tidak, apa saja jenis sengketa yang biasanya tidak 

mampu diselesaikan oleh Tuha Peut? 
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10.  Dalam menyelesaikan sengketa Tuha Peut biasanya terbentur dengan 

pemerintah Gampong, seperti Keuchik, Sekretaris gampong, dan 

kepala-kepala dusun. Bagaimana cara Tuha Peut agar tidak terjadi 

tumpang tindih penyelesaian sengketa? 

11.  Factor apa saja yang menjadi kendala Tuha Peut dalam penyelesaian 

Sengketa? 

12.  Dalam satu tahun rata-rata ada berapa sengketa yang terjadi? Dan 

berapa sengketa yang mampu diselesaikan oleh Tuha Peut? 
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● Pertanyaan penelitian untuk Keuchik Gampong Blang Bladeh 

No Pertanyaan penelitian 

1.  Sudah berapa lama bapak menjadi Keuchik Gampong Blang 

Bladeh? 

2.  Bagaimana anda melihat Tuha Peut gampong Blang Bladeh sebagai 

mitra kerja dalam pemerintahan Gampong? 

3.  Apakah Keuchik mengetahui mengenai Sengketa yang diselesaikan 

oleh Tuha Peut? 

4.  Menurut anda apakah langkah penyelesain sengketa yang dilakukan 

Tuha Peut gampong sudah tepat? 

5.  Selaku mitra kerja dari Tuha Peut bagaimana Keuchik dan aparatur 

Gampong dalam mendukung Tuha Peut dalam menyelesaikan 

sengketa? 

6.  Dalam melakukan penyelesaian sengketa di Gampong Blang Bladeh 

apakah Keuchik dan Tuha Peut pernah mengalami perselisihan dan 

tumpang tindih penyelesaiaan sengketa? 

7.  Sepengetahuan Keuchik dalam satu tahun rata rata terjadi berapa 

sengketa? 

8.   Bila sengketa itu di pemerintahan apa upaya Keuchik dalam 

melakukan penyelesaian sengketa sehingga tidak mengambil tupoksi 

kerja Tuha Peut? 
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9.  Bagaimana hubungan Keuchik dan Tuha Peut dalam bermitra pada 

upaya menyelesaikan sengketa dan upaya memajukan gampong? 

10.  Dukungan dalam bentuk apa yang diberikan Keuchik kepada Tuha 

Peut saat menyelesaikan sengketa? 

 

 


